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Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di atas) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
v 
 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
ِ ha‟ H Ha 
و Wawu W We 
ء hamzah „ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda saddah ditulis rangkap 
ٌٍدقعتي Ditulis muta‟aqqidin 
ةًدع Ditulis „iddah 
 
C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang 
sudah terserap menjadi bahasa Indonesia. 
تْبه Ditulis Hibbah 
تٌسج Ditulis Jizyah 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءاٍنولأا تي ارك Ditulis karāmah al-auliya‟ 
2. Bila ta‟ marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain 
ditulis t. 
رطفنا ةاكز Ditulis zakātul fitri 
D. Vokal Pendek 
-. Kasrah I 
-∙ Fathah A 
-ꞌ Dammah U 
E. Vokal Panjang 
fathah + alif Ditulis Ā 
تٍهه اج Ditulis Jāhiliyyah 
fathah + ya‟maqsurah Ditulis Ā 
ىعسٌ Ditulis yas‟ā 
kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
vi 
 
ىٌرك Ditulis Karīm 
dammah + wawu mati Ditulis Ū 
ضورف Ditulis Furūd 
F. Vokal Rangkap 
fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
ىكٍُب Ditulis Bainakum 
fathah + wawu 
mati 
Ditulis Au 
لىق Ditulis Qaulun 
G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 
Dipisahkan dengan Apostrop (‘) 
ىتَأأ Ditulis a‟antum 
 
H. Kata Sandang Alīf + Lām 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 
ةرقبنا Ditulis al-baqarah 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan 
huruf syamsiyyah yang mengikitinya serta menghilangkan huruf 
l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf qamariyyah 
ditulis al- 
ءاًْسنا Ditulis as-samā‟ / al-samā‟ 
صًْشنا Ditulis asy-syams / al-
syams 
I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 
Ditulis menurut bunnyi pengucapannya atau dipisah seperti kata 
aslinya. 
ضورفنا يوذ ditulis zawīl furūd / zawī al-furūd 
تُْسنا مهأ ditulis ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-
sunnah 
J. Ya’ nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy 
ًجهُي Ditulis Manhajiy 







 ُفِّلَكُي َلَ ُوَّللا ُهَاتآ ا َّمِم ْقِفْن ُيْل َف ُُوقِْزر ِوْيَلَع َرِدُق ْنَمَو ِوِتَعَس ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْن ُِيل
اًرْسُي ٍرْسُع َدْع َب ُوَّللا ُلَعْجَيَس اَىَاتآ اَم َّلَِإ اًسْف َن ُوَّللا  : قلاّطلا (٧ ) 
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan. Hendaklah orang yang mampu 
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Faktor ekonomi seringkali menjadikan rumah tangga tidak 
harmonis, bahkan dapat menyebabkan pertengkaran yang berlarut-
larut. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat faktor kekurangan 
ekonomi dapat dijadikan alasan isteri untuk menggunakan hak faskh 
(gugatan cerai), namun berbeda halnya dengan ulama ahl al-ra’yu, 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa faktor kekurangan ekonomi 
tidak dapat dijadikan alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya. 
Sebab tindakan tersebut jelas tidak etis dan tidak manusiawi, tindakan 
tersebut juga memperlihatkan tidak adanya rasa kebersamaan isteri di 
kala suami sedang dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, penulis 
tertarik membahas pendapat Imam Abu Hanifah tersebut untuk 
penulis sajikan dalam bentuk skripsi. Tidak hanya dengan 
memaparkan pendapat beliau, penulis juga mencoba memaparkan 
metode istinbāṭ apa yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 
(library research). Sumber data diperoleh dari data primer dan data 
sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 
pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan 
data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan 
metode analisis deskriptif-kualitatif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Imam Abu 
Hanifah berpendapat, manakala seorang suami tidak mampu 
memberikan nafkah, maka isteri tidak diperkenankan menggunakan 
hak fasakhnya untuk menggugat cerai suaminya. Seorang suami yang 
tidak mampu meberikan nafkah kepada isterinya bisa jadi karena dua 
hal, pertama: karena enggan atau tidak mau bertanggunga jawab 
sebagi seorang suami padahal ia mampu, kedua: kondisi suami 
memang sedang dalam keadaan miskin, sehingga suami belum 
mampu memberikan nafkah kepada isterinya, meliputi kebutuhan 
hidup “makanan” sandang dan tempat tinggal. Imam Abu Hanifah 
beralasan, tidak diperkenankannya isteri menggunakan haknya (faskh) 
karena pertama, kewajiban suami hannya memberikan nafkah menurut 
kemampuannya, kedua, suami masih diberikan kesempatan untuk 
mencari nafkah sehingga dapat kembali memenuhi nafkah isterinya, 
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isteri diharapkan bersabar. Jadi bukan lantas isteri langsung 
menggunakan haknya, yaitu berupa gugatan cerai karena 
ketidakmampuan suami tersebut. Hal tersebut senada dengan 
ungkapan al-Qur‟an dalam suarh al-Thalaq ayat 7: hendaklah orang 
yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang 
yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkahdari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memeberikan kelapangan sesudah kesempitan. 
Alasan lain, yaitu istihsan “yaitu metode penetapan hukum dengan 
menganggap sesuatu dipandang baik dengan pertimbangan moral, etis 
dan kemaslahatan sosial”. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, 
dan wa rahmah. Maka dari itu apabila isteri dibenarkan menggugat 
cerai suaminya karena alasan kemiskinan, sungguh merupakan 
tindakan yang tidak etis. Rasa kebersamaan seorang isteri jelas tidak 
nampak di saat-saat suami sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Syari’at mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, karena 
dengan adanya ikatan yang sah itu seorang istri menjadi terikat 
semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. 
Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus, istri 
wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah 
tangganya, mendidik anak-anaknya. Sebaiknya sebagai suami 
memenuhi kebutuhanya, dan memberi belanja kepadanya, selama 
ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau 
karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan 
belanja.
1
Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak 
boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada 
istrinya. 
Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan 
istri, bukan saja bermakna untuk melestarikan ibadah kepada-
Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan 
diantara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu 
mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur 
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hak dan kewajiban masing-masing suami dan 
istri.
2
Perkawianan adalah suatu ikatan yang menyatukan 
antara seorang laki-laki dengan perempuan. Dalam 
perkawinan suami dan istri dikomitmen untuk saling 
memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan 
untuk mereka landasankan dalam Hukum Islam.
3
Oleh karena 
itu, demi kehormatan dan martabat serta demi kelestarian 
hidup manusia, Allah telah memberi jalan yang terbaik bagi 
makhluk-Nya supaya merasakan kebahagiaan, karena setiap 
manusia yang berada di atas permukaan bumi ini pada 
umumnya selalu menginginkan bahagia. Apabila hak dan 
kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka 
dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan 
dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Allah 
menegaskan dalam Qs. al-Nisa’ ayat 19: 
 اوُبَىْذَِتل َّنُىوُلُضْع َت َلََو اًىْرَك َءاَسِّنلا اُوِثرَت ْنَأ ْمُكَل ُّلِحَي َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي
  ْنَِإف ِفوُرْعَمْلِاب َّنُىوُرِشاَعَو ٍةَن ِّ ي َبُم ٍةَشِحاَفِب َنِيتَْأي ْنَأ َّلَِإ َّنُىوُمُتْي َتآ اَم ِضْع َِبب
 ِرَكاًريِثَك اًر ْ يَخ ِويِف ُوَّللا َلَعْجَيَو اًئْيَش اوُىَرْكَت ْنَأ ىَسَع َف َّنُىوُمُتْى. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah 
kamu menyusukan mereka karena hendak mengambil 
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 
kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan 
keji yang nyata dan pergaulilah mereka secara patut. 
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena 
mungkin kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 
padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. al-Nisa:19)4 
 
Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum 
dalam pergaulan antara suami dan istri, agar mereka dapat 
bergaul secara ma’ruf (baik).Pergaulan tersebut bukan saja 
meliputi aspek fisik, Tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan 
juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera 
rumah tangga. 
Salah satu jalan untuk mencapai bahagia dan memperoleh 
kehormatan ialah dengan jalan perkawinan.Hubungan 
perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk 
istri dan anak-anaknya. Kaum laki–laki itu adalah pemimpin 
bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan 
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
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Menurut Qaul Jadid suami wajib memberikan 
nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah 
kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri 
kepada suami melalui akad pernikahan. 
Kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak istri 
menyerahkan diri secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, 
terbit, atau waktul ainnya.Sedangkan rutinitas kewajiban suami 
memberikan nafkah sejak matahari terbit, seiring dengan 
dimulainya kebutuhan manusia.
6
Hak suami merupakan 




Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dijelaskan: 
1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah 
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah 
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri 
bersama. 
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 
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3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya 
dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang 
berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; 
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya 
pengobatan bagi istri dan anak. 
c. Biaya pendidikan bagi anak. 
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 
(4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin 
sempurna dari istrinya. 
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 
dirinya sebagai tersebut pada ayat 4 huruf a dan b. 
7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat 5 gugur 
apabila istri nusyus. 
Sedangkan dalam Pasal 81 KHI disebutkan: 
1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan 
anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. 
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk 
istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idaah talak 
dan iddah wakaf.  
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan 





merasa aman dan tenteram. tempat kediaman juga berfungsi 
sebagai tempat menyimpat harta kekayaan, sebagai tempat 
menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuan serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan 
tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah 
tangga maupun sarana penunjang berupa alat perlengkapan 




Dalam UU perkawinan pasal 34 
1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 
sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. 
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-
masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
9
 
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya 
dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi 
materi.Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya, 
nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad 
nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang 
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sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, 
mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.Ia tertahan 
untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang bertahan untuk 




Ulama madzhab ada yang membolehkan bercerai ada 
juga yang harus bersabar dalam ketidakmampuan suami 
memberikan nafkah. 
Menurut Imam al-Syafi’I nafkah istri ditentukan oleh 
ukuran syara’, dan tidak ada ijtihad di dalamnya yang 
dipertimbangkan menurut keadaan suami saja. Oleh karena itu 
suami wajib memberi nafkah jika suami tidak mampu memberi 
nafkah maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan. 
Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak berhak 
meminta pembatalan pernikahan, akan tetapi hendaknya istri 
diberi kesempatan untuk mencari penghidupan.
11
 
Jumhur ulama termasuk ulama Syiah Imamiyah 
berpendapat bahwa nafkah itu dimulai diwajibkan semenjak 
dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami 
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telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan 
kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya.
12
 
Dari perbedaan pandangan diatas, penulis akan mencoba 
menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab empat 
madzhab. 
 ْل َى :ِةَوْسِكْلاَو ِةَقَف َّ نلِاب ُراَسْع ِْلَْا  َ  ْسَفَْلا ِة ََ ْوََِّّلل ُ  ُبْث َي  ْو َُبأ  َا َ   َلَ ْْ َأ ُو َعَم َلَ :َة َف ْ يِنَح
 ْث َي َ ْسَفَْلا اَهَل ُ ُب,  َبِسَتْكَِتل اَه ْ نَع ُهَدَي ُعَفْر َي ْنِكَلَو.13 
 
Artinya: Ketidakmampuan (seorang suami) memberikan 
nafaqah dan pakaian (kepada seorang istri), apakah 
istri berhak meminta pembatalan pernikahan (fash) 
ataukah tidak, kemudian Imam Abu Hanifah 
berpendapat: tidak berhak bagi istri meminta 
pembatalan pernikahan, namun (tetapi) si suami 
meminta kepada si istri agar mencari pekerjaan. 
 
 ََّْجَعْلا َّنَأ ْمَلْعا  َنَدْنِع َقِيرْفَّ تلا ُب َُِوي َلَ ِقاَف ْن ِْلْا ْنَع14  
Artinya: menurut kami (Hanafiyyah) ketahuilah, bahwa 
ketidakmampuan (kelemahan) atas pembelanjaan 
tidak mewajibka adanya pemisahan. 
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 َو ِّيِعِفاَّشلا َدْنِع :ٌةََلأْسَم ُع َم بي سملا ن باو ةر يرى ي بأو ي لعو ر  ا محو ور ربلا ن سحلاو
 را ي لا و ت َوَّل ُ بث ر سعملا ة قفنب جوَّلا رسعأ اذإ ِءاَمَلُعْلا رَثْكَأو دَمْحَأَو كِلاَمَو ةَعِيَبرو
 ن باو ّوِر ْىَُّّلاو ءا َاَع د نعو ع ا كنلا ا سفي نأ ني بو ر سيأ اذإ ا هب و بلااتو رب رت نأ نيب
 َة  َفيِنَح ي  َِبأو ّوِرْو  َّ ثلاو َةَمُر ْ ب  ُش ن  باو ى  ليل ي  بأ ع  فري ل  ب ع   سفلا ا  هل ُ  بثي لَ وباح  صأو
عاهسفنل بستكتل اهنع هدي جوَّلا15 
 
Artinya: (Masalah) Menurut Imam al-Syafi, Umar, Ali, Abu Hurairah, 
Ibn al-Musyayyab, Hasan Basri, Hammad, Rabi’ah, Malik, 
Ahmad dan mayoritas Ulama: Manakala seorang suami 
yang tidak mampu menafkahi seorang istri, maka bagi 
seorang istri berhak memilih antara ia bersabar manakala 
suami belum mampu menafkahi dan antara membatalkan 
pernikahannya.Menurut Atha’, al-Zuhriy, Ibn Abi Laila, 
Ibn Syubramah, al-Sauri, Imam Abu Hanifah dan sahabat-
sahabatnya berpendapat: Tidak berhak bagi si istri 
meminta fasah(pembatalan pernikahan), namun suami 
mengajukan kepada si istri agar mencari pekerjaan untuk 
dirinya. 
 
Kemudian Imam al-Syafi’i dan UU Nomor 1 pasal 34 
Tahun 1974  berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam 
ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan 
ekonomi suami. 
Sedangkan dalam kitab Rahmatul Ummah karya Abu 
Abdullah bin  Abd al-Rahman  al-Dimasqiy kesempatan kali ini 
penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan 
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judul“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya 
Hak Fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak 
Mampu Memberikan Nafkah”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi kajian 
dalam skripsi ini dengan rumusan masalah agar pembahasan tidak 
melebar. Adapun pokok kajian kali ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan istinbad hukum 
tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena 
suami tidak mampu memberi nafkah? 
2. Apa alasan-alasan Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak 
fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu 
memberi nafkah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan  yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mendiskripsikan pendapat Imam Abu Hanifah dan 
istinbad hukum tentang gugurnya hak fasakh istri yang meminta 
cerai karena suami tidak mampu memberi nafkah. 
2. Untuk mengetahuiapa alasan-alasan Imam Abu Hanifah tentang 
gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami 





Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1) Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi 
penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada 
umumnya tentang hak hadānah bagi ibu yang sudah 
menikah lagi. 
2) Untuk menambah wawasan tentang alasan-alasan Imam 
Abu Hanifah dan istinbad hukum tentang gugurnya hak 
fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu 
memberi nafkah. 
 
D. Telaah Pustaka 
Berdasarkan observasi di Perpustakaan UIN Walisongo 
Semarang, Khususnya fakultas Syari’ah dijumpai adanya skripsi 
yang judulnya relevan dengan penelitian ini yaitu: 
Pertama, skripsi yang berjudul ‘ Analisis Pendapat Imam 
Syafi’I Tentang Istri Mengajukan Firaq Terhadap Suami Yang 
Tidak Mampu Memberikan Nafkah’ yang disusun oleh MAISUR 
(2103128), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Hasil 
penelitian menyimpulkan bahwa Syari’at mewajibkan suami untuk 
menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang 
sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. 
Namun suami tidak memberi nafkah kepada istrinya maka istri 
dapat mengajukan firaq atau cerai. Pendapat Imam Syafi’I ini dapat 





wanita itu menunjukkan bahwa pria tersebut sebagai suami berani 
menanggung segala resiko, utamanya memberi nafkah. 
Ketidakmampuan suami memberi nafkah kepada istrinya bisa 
menimbulkan kehilangan gairah istri melanyani suaminya, dan 
pada saat yang bersamaan sangat wajar jika istri menolak 
hubungan suami istri dan tidur bersama. 
16
 
Kedua, skripsi dengan judul ‘ Ketidakmampuan Suami 
Memberikan Nafkah Lahir Sebagai Alasan Perceraian (Studi 
Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Ibn Hazm)’ yang disusun 
oleh Habib Nabawi (2102297), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 
Semarang. Hasil penelitian ini menjelaskan Imam Malik 
berpendapat bahwa seorang suami yang tidak diberi nafkah oleh 
istri, istri boleh meminta cerai dengan alasan akan mengakibatkan 
bahaya terhadap istri seperti kelaparan, mati, sengsara dan istri 
tidak bisa melaksanakan tanggungjawab kepada suaminya. 
sedangkan Ibnu Hazm tidak boleh istri meminta cerai kepada 
suami karena menurut dia kalau terjadi perceraian justru bahaya 
yang timbul akan lebih bahaya.
17
 
Ketiga, skripsi yang berjudul Studi Analisis Putusan 
Pengadilan Agama Kendal No.772/Pdt,G/2006/PA.kdl Tentang 
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Permohonan Cerai Talak Yang Berakhir Dengan Fasakh Nikah 
karena Murtad, yang disusun oleh Syafa’at (2102091), Fakultas 
Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian putusan No. 
772/Pd.G/2006/PA.kdl tentang fasakh nikah karena murtad yang 
seharusnya sesuai tuntutan adalah cerai talak, dalam pengambilan 
hukum putusan tersebut kurang sesuai atau kurang tepat karena 
tidak sesuai dengan pasal 189 R, ayat (2) dan (3), pasal 178 ayat 
(2) dan (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim  wajib 
memberikan keputusan tentang semua bagian tuntutan dan dilarang 
menjauhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau 
memberikan yang lebih dari yang dimohonkan. Selain itu, putusan 
tersebut tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa 
Hakim tidak boleh memutus perkara kecuali berdasarkan pada 
tuntutannya. Sehingga secara otomatis, dalam tinjauan hukum 
formil putusan No. 772/Pd,G/2006/PA.kdI tentang fasakh nikah 
karena murtad pun kurang sesuai karena tidak memiliki kesesuaian 
dengan tata cara yang berlaku dalam penyelesaian masalah 
perceraian di Pengadilan Agama. Seharusnya penyelesaian tersebut 
dilaksanakan dalam tata cara penyelesaian cerai talak.
18
 
Keempat, skripsi yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan 
Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm, yang disusun oleh 
Ulin Nuryani (072111040), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 
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Semarang. Hasil penelitian didapatkan bahwa majelis hakim 
mengabulkan gugatan murtad sebagai alasan fasakh nikah 
no.0542/Pdt.G/2011/PA.sm. karena dalam pernikahan antara suami 
dengan istri kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi, 
suami dan istri telah memeluk agama lain (murtad) dan tidak dapat 
dirukunkan kembali. bahwa dasar pertimbangan hukum majlis 
hakim dalam membuat putusan No. 0542/Pdt.G/2011/PA.sm. yaitu 
Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 KHI huruf 
(h) serta pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah 
(Terjemahan) Jilid 8 halaman 133. Dalam perspektif Hukum Islam 
keputusan majlis hakim tentang murtad sebagai alasan fasakh 
nikah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at, karena 
majlis hakim Pengadilan Agama Semarang mengambil nilai 
kemadharatan bagi salah satu atau keduanya.
19
 
Dari sedikit uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa 
penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian 
ini.walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang 
tampak memberikan kontribusi kajian terhadap penelitian ini 
menurut faham penulis. Sehingga penelitian ini selain merupakan 
penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik sebelumnya, 
penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-
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penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang nafkah. Jika 
penelitian sebelumnya telah membahas tentang Analisis Putusan 
Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2011/PA.Sm 
Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah serta 
Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Lahir Sebagai 
Alasan Perceraian (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan 
Ibn Hazm). Maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian 
tersebut dengan meneliti masalah analisis pendapat Imam Abu 
Hanifah gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena 
suami tidak mampu memberikan nafkah. 
 
 
E. Metode Penelitian 
Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan 
sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan, Dalam 
penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis 
penelitian library research atau studi dokumen
20
 yaitu penelitian 
yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan 
kemudian diolah sebagai bahan penelitian.Penulis mengumpulkan 
bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa 
teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah.Sedangkan sifat 
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penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya 
lebih menggunakan kajian teks. 
2. Sumber Data 
Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan 
dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.
21
 Dalam 
penelitian ini, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
a. Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi 
objek penelitian.
22
 Data primer dari penelitian ini adalah 
gugurnya hak fasakh istri yang meminta cerai karena suami 
tidak mampu memberikan nafkah. Sedangkan sumber data 
primernya adalah kitab Rahmatul Ummah disusun oleh 
Syaikh al- Allamah Muhammad.  
b. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu 
dikumpulkan oleh orang diluar dari penyelidikan sendiri, 
walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data 
yang asli.
23
Dengan demikian data sekunder yang relevan 
dengan judul diatas yaitu beberapa kitab dan buku yang 
relavan dengan judul sekripsi ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
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Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode 
dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku 
dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan 
skripsi ini.Dengan metode ini maka penulis tidak hanya 
mengumpulkan kitab-kitab fiqih saja, tetapi juga kitab-kitab lain 
yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif. 
4. Metode Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis 
yang penyimpulan datanya berupa kata-kata atau kutipan, bukan 
dalam bentuk angka
24
. Maka data yang terkumpul akan penulis 
analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode 
deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan 
sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan 
sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan 
atau analisis dari penulis.
25
 Penulis mendiskripsikan apa yang 
penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya 
kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas mengenai permasalahan alam skripsi ini. 
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F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah 
pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara 
keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan 
skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan 
skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima 
bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut: 
Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, 
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II Merupakan tinjauan umum tentang nafkah, 
meliputi: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam 
nafkah, tujuan nafkah, dan kadar (ukuran) nafkah. 
Bab III Menjelaskan tentang biografi, metode istinbād 
mam Abu Hanifah secara umum, dan metode istinbād Imam Abu 
Hanifah tentangGugurnya Hak fasakh Istri Yang Meminta Cerai 
Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah. 
Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang 
berisi analisis penulis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah 
tentangGugurnya Hak fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena 
Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah. 
Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang 
di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.  
19 
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANGNAFKAH SUAMI TERHADAP 
ISTRI 
 
A. Definisi nafkah 
Nafkah dalam Ensiklopedi hukum Islam diartikan sebagai 
pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk 




Kamal Muktar dalam bukunya menjalankan nafkah berarti 
belanja kebutuhan pokok.Maksudnya kebutuhan pokok yang 
diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.
2
 
Nafkah termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah 
memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan 
istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan 
pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya.
3
 Sedangkan 
menurut Sayyid Sabiq: 
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َََا لََم َقَُص َوَُدََِب َ نلااََفََقَِةََُىََناََ تَ : َوَِف َ يَُرَََمََتَ ا َحَََتاَُجَََِاَل يَِوَََا َزل َوََجَُةََِم َنََطََعاٍَمَََوََم َسََكٍَنَََوَِخ َدََمٍَةَ
ََوََدََوٍَءاََََِوا ََنَََكََنا َتَََغََِن يًَة4 
Artinya: Yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan 
makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, 




Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada 
istrinya.Dengan demikian, Nafkah istriberarti pemberian yang 
wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa 
perkawinannya. 
Apabilah telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.Maka sejak itu 
menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan 
perempuan sebagai istri, dan sejak itu pula suami memperoleh 
hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, 
sebaliknya istri memperoleh hak-hak tertentu beserta 
kewajiban-kewajiban tertentu pula. 
Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban 
yang dipikulkan dipundaknya, sebaiknya hak yang diperoleh 
istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikul 
dipundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya dengan 
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secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya. Disamping 
itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. 
Demikian juga istri, ia wajib mempergunakan haknya secara 
hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, disamping itu ia 
wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. 
Jika suami mempergunakan haknya secara tidak 
menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajiban dengan 
baik. Begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak 
menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya 
dengan baik, maka menjadi sempurnalah terwujudnya sarana-
sarana kearah ketentraman hidup dan ketenangan jiwa masing-
masing, terjemahlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama 
lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah 
menjadi hak bagi istri, sebaiknya apa yang menjadi kewajiban 




B. Fasakh Nikah dan Dasar Hukumnya 
Fasakh artinya putus atau batal. Menurut bahasa kata fasakh 
berasal dari bahasa Arab yang berarti batal atau rusak. 
7
 sedangkan 
menurut istilah dapat diartikan sebagai berikut: 
1. Menurut DR. Ahmad al-Ghundur 
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Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya 
keadaan yang menguatkan kepadanya. 
 
2. Menurut Muhammad Husain az-Zihabi 
َخسفلاَامألاحلاَىفَدقعلاَضقنَوتقيقحفَ9 
Fasakh adalah batalnya akad (nikah) secara spontan. 
3. Menurut Sayyid Sabiq 
نيجوزلاَنيبَطبرتَيتلاَةطبارلاَلحوَ,وضقنَ:َدقعلاَخسفَ10 
Memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan 
ikatan pertalian antara suami dan istri. 
 
4. Menurut Prof. Drs. K.H. Hasbullah Bakry SH 
fasakh adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim 
berdasarkan atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh 
syari‟ah salah satu suami dan istri sakit gila, sakit sopak 
(belang), sakit kusta (lepra), suami miskin, tidak kuasa 
memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada 
istrinya (seperti telah ditetapkan pada syari‟ah). 11 
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5. Menurut Ensiklopedi Islam fasakh adalah pemutusan 
hubungan pernikahan oleh hakim atas permintaan suami atau 
istri, apabila keduan (suami-istri) berakibat timbulnya hal-hal 
yang dirasa berat oleh masing-masing atau salah satu pihak 




Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fasakh 
nikah adalah suatu bentuk perceraian yang diputus oleh hakim 
karena adanya hal-hal yang dirasa berat oleh masing-masing 
atau salah satu pihak suami istri sehingga tujuan pernikahan 
tidak dapat terwujud. 
 
C. Dasar Hukum Nafkah 
Di antara ayat al-Qur‟an yang menyatakan kewajiban 
perbelanjaan terdapat dalam suratal-Baqarah ayat 233, al-Thalaq 
ayat 6 dan 7: 
َ نُه ُق زِرَُوَلَِدوُل  وَم لاَىَلَعَوَ ٌَد ِلاَوَ را َضُتََلََاَهَع  ْ ُوَ  لََِِ ٌٌ   ف َنَُف لَكُتََلََِفوُر عَم لِابَ نُه ُتَو  سَِكو
هِدَلَوِبَُوَلٌَدوُل  وَمََلََوَاَىِدَلَوِب. 
Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian 
untuk istrinya. seseorang tidak dibebani kecuali 
semampunya, seorang ibu tidak akan mendapatkan 
kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak 
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Berdasarkan ayat tersebut mengajukan bahwa suami 
mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istri yang 
diceraikan bila mantan istrinya yang menyusui anak yang didapat 
darinya. Apabila seseorang mantan suami berkewajiban memberi 
nafkah kepada mantan istrinya yang menyusui anaknya.Lebih-
lebih lagi bila keduanya masih terikat sebagai suami istri artinya 
seorang yang terikat sebagai suami dari seorang wanita lebih 
mewajibkan memberikan nafkah kepada istrinya.
14
 
 َنِه يَلَعَاوُقِّ يَضُِتلَ نُىوُّراَضُتََلََوَ  مُِكد  جُوَ  نِمَ  مُت نَك َْ َُث يَحَ  نِمَ  نُىوُنِك  ْ َأ. 
 
Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) dimana kamu 
bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. 
al-Thalaq: 6).  
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami mempunyai 
kewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istri. 
َِو   يَلَعََرِد  ُقَ  ن  َمَوَِوِتَع  َْ َ  ن  ِمٍَةَع  َْ َوُوَ     ِف ن ُِيلَُو   للاَُف  ِّلَكُيََلََُو   للاَُها  َت َا   مِمَ     ِف ن ُي ل َفَُو  ُق زِر
اًر  سُيٍَر  سُعََد ع َبَُو للاَُلَع  جَي َْ َاَىَات َاَمَ  لََِِاًس  ف َن. 
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Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi 
nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang 
terbatas rizekinya, hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa 
yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan 





Ayat ini menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada 
istrinya adalah disesuaian kepada kemampuan yang dimiliki 
suaminya.
16
Seorang istri tidak boleh menuntut pemberian nafkah di 
luar kemampuan suami atau bahkan yang menyimpang. 
Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis 
Nabi diantaranya: 
ََلَاق،ٍتِبَاثِن بِّ يِدَع   نَع،ُةَب عُشاَن َث  دَح،ٍسَايِإِيبَُأن   بُمَد اَن َث  دَح:َوُع  سَمِيَبأ نَع، يِراَص َنلأاَدِيزَي َن   بِه للاَد بَع ُت عِم َْ
َُت لُق َف، ِّيِراَص َنلأاٍد:َِنَعَِّ يِب نلاََلاَقَف:ََلاَقَم ل َْ َوِه يَلَعُهللاى لَصِّيِب نلاِنَع:َُىَو،ِوِل  ىَأىَلَعًةَقَف َنُمِل  سُملاَقَف  َنأاَوِِ
ََوًََةَقَدَصُهَل   ت َناَك،اَه ُبِسَت  حَي
17 
 
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari 
Syu’bah dari Adiyin bin Tsabit berkata: aku telah 
mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari r.a, Rasulullah 
saw, bersabda: Apabila seorang Muslim memberikan 
belanja kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi 
Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari). 
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Hukum membayar nafaqah untuk istri, baik dalam bentuk 
perbelanjaan, pakaian adalah wajib.Kewajiban itu bukan 
disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan 
rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya 
tanpa melihat kepada keadaan istri. 
Di antara hukum positif kewajiban nafkah atas suami 
dalam kehidupan keluarga telah dilegitimasi oleh beberapa 
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu ketentuan 
hukum yang berasal dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, UUP dan impres No 1 Tahun 
1991 yang biasanya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Pasal 32 ayat 1 dan 2) UUP menjelaskan bahwa suami istri 
harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah 
kediaman tersebut ditentukan oleh kesepakatan suami istri, 
kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa suami 
wajib melindungi istrinya dan memberikan aturan 
tentangpemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat 
tinggal berusaha dalam menjalani kehidupan keluarga. 
Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal 
yang mengatur mengenai nafkah misalnya dalam pasal 80 ayat 
(6) sesuai dengan penghasilan suami sesungguhnya: (a) Nafkah, 
kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. (b) Biaya rumah 
tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan 





(2) sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, suami wajib 
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 
hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ketentuan 
pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami 
kepada istrinya di sesuakan dengan kemampuan yang 
dimilikinya. 
 
D. Syarat-Syarat Istri Menerima Nafkah 




1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad 
nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka istri belum 
berhak menerima nafkah dari suaminya. 
2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri 
dengan suaminya. 
3. Istri yang terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-
hak suami. 
4. Istrinya tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami 
menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud untuk jahat 
dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman dan si istri 
dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk 
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tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan 
istrinya. 
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban 
sebagai suami istri. 
Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami 
tidak kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. 
Sayyid Sabiq mensyaratkan hal ini harus dipenuhi 
semua. bila salah satunya tidak terpenuhi maka kewajiban 
memberikan gugur. karena istri tidak menyerahkan diri 
kepada suaminya atau tidak memberikan kesempatan untuk 
mencampurinya, atau menolak pindah tempat yang 
dikehendaki suaminya atau istri yang belum Ahlul istimta’ 
(bercampur), maka dalam keadaan demikian nafkah tidak 
wajib diberikan. 
Hal-hal yang menggugurkan kewajiban memberikan 
nafkah kepada istri: 
1. Bila dia (istri) keluar rumah dan pergi ketempat lain tanpa 
adanya alasan yang dibenarkan oleh agama. 
2. Bila dia bepergian tanpa izin suami. 
3. Bila istri ikhram tanpa persetujuan suami, namun nafkah 
tetap diberikan bila disertai atas persetujuan suami. 
4. Bila dia menolak bersetubuh dengan suaminya. 
5. Bila istri dipenjara karena tindak pidana.19 
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Dalam buku Ilmu Fiqh terbitan Depag disebutan bahwa ha-
hal yang menggugurkan nafkah adalah: 
1. Bila ternyta akad nikah mereka batal atau fasid 
2. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah 
dengan suaminya. Namun jika bersedia serumah dengan 
suaminya ia tetap mendapatkan nafkah. 
3. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan 
kehidupan suami istri. 





E. Macam-Macam Nafkah  
Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, 
maka prinsip-prinsip etika dibelakang peranan perkawinan itu 
memberikan hak tertentu kepada istri.Hak istri itu merupakan 
kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur‟an dan sunnah 
memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu 
kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang 
sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis 
dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk 
memelihara istrinya.Hal itu merupakan kewajiban yang harus 
dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti 
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istrinya.Hak istri untuk dipelihara dikuatkan dalam Al-Qur‟an, 
Sunnah serta kesepakatan para Ulama dan rasio masyarakat 




Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok 
bagi kehidupan suatu keluarga: tidak harmonis kehidupan keluarga 
tanpa pangan, sandang dan pangan. Hal yang telah disepakati oleh 
ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah 
adalah sandang, pangan dan apapun, karena dalil yang memberi 
petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. 
Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-
wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, 
demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai 
dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa 
melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayanan, maka 




Ulama fiqh membagi nafkah menjadi dua macam yaitu; 
a. Nafkah diri sendiri dalam hal ini, seorang harus mendahulukan 
untuk dirinya dari nafkah untuk orang lain. 
b. Nafkah seorang kepada orang lain menurut sepakat ahli fiqh, 
terjadi di sebabkan oleh tiga hal di antaranya; 
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1. Hubungan perkawinan2.Hubungan kekerabatan 3. Hubungan 
kepemilikan (tuan terhadap hambanya).
23
 
Dalam pembahasan ini penyusun hanya focus terhadap nafkah 
karena hubungan perkawinan yaitu nafkah istri. Nafkah istri di bagi 
menjadi dua macam yaitu, nafkah lahir (material), semua dalam 
bahasan ini penyusun hanya membahas dalam satu lingkup saja yaitu 
berkaitan dengan nafkah lahir terhadap istri yang di maksud di sini 
adalah segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai 




Nafkah di tinjau dari aspek orang-orang yang berhak 
menerima nafkah, maka nafkah dibagi menjadi tiga pembahasan. 
Pada bagian ini hanya memfokuskan pada nafkah istri (keluarga). 
Nafkah istri yang harus di penuhi suami adalah sebagai berikut: 
a. Sandang Pangan 
Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab 
suami untuk memenuhinya. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt: 
ََم لِابَ نُه ُتَو  سَِكوَ نُه ُق زِرَُوَلَِدوُل  وَم لاَىَلَعَوَِفوُر عاهَع  ْ ُو  َلََِِ ٌٌ  ف َنَُف لَكُتَلَ 
Artinya: Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian 
mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani 
dengan lebih dari kesanggupannya.
25
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Makanan menjadi kebutuhan pokok manusia bisa 
bekerja, beribadah, melakukan berbagai aktifitas manusiawi 
dengan baik, jika kebutuhan terhadap makanan tercukupi 
begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung 
tubuh dan pelengkap ibadah. 
b. Papan Tempat Tinggal  
Rumah sebagai tempat tinggal keluarga, juga menjadi 
kewajiban suami. Suami bertanggung jawab atas tersedianya 
papan (rumah) bagi keluarganya, firman Allah Swt: 
َ  نِه يَلَعَاوُقِّ يَضُِتلَ نُىوُّراَضُتََلََوَ مُِكد  جُوَ  نِمَ  مُت نَك َْ َُث يَحَ  نِمَ نُىوُنِك  ْ َأ 
Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 





Papan merupakan sarana mutlak tempat bertemunya 
suami dan istri, sehingga tempat istirahat melepaskan lelah, 
tempat mengasuh anak-anak. 
c. Pendidikan Anak 
Biaya pendidikan anak termasuk nafkah keluaraga yang 
harus di penuhi suami.firman Allah Swt: 
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ًارَانَ مُكيِل  ىَأَوَ  مُكَسُف  َنأَاوُقَاوُنَم ََنيِذ لاَاَهُّ َيأََاي 
 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan 




Pendidikan merupakan sarana paling penting karena tiap 
manusia membutuhkan ilmu baik agama maupun ilmu sosial 
yang berkenaan dengan kehidupan maupun alam sekitar. Untuk 
memahami ilmu-ilmu tersebut. Mereka harus belajar lembaga-
lembaga pendidikan, terutama zama sekarang ini di di perlukan 
biaya yang cukup. Maka dari itu biaya pendidikan anak-anak 
juga termasuk nafkah keluarga yang mesti di penuhi suami. 
 
d. Biaya Perawatan Kesehatan. 
Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya 
perawatan kesehatan apabila istri membutuhkan biaya perawatan 
kesehatan sama dengan kebutuhan pokok. 
Berkaitan dengan segala pemenuhan macam-macam nafkah 
lahir di atas kewajiban memberi nafkah dalam hal ini suami 
mampu membayar nafkah istri. Perlu memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
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1. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istri dan 
disamakan dengan keadaan dan kemampuan suami, baik yang 
berhubungan dengan sandang pangan dan tempat tinggal. 
2. Hendaknya nafkah ini ada pada waktu yang di perlukan. Oleh 
sebab itu hendaknya suami menambahkan cara-cara dan waktu-
waktu pemberian nafkah kepada istrinya: Sekali seminggu, 
sekali sebulan, tiap waktu panen dan sebagainya. 
3. Sebaiknya kadar nafkah itu di dasarkan kepada jumlah 
kebutuhan pokok yang di perlukan, bukan berdasarkan jumlah 
uang yang di perlukan. hal ini mengingat keadaan nilai uang 
yang kadang-kadang mengalami perubahan harga barang 
kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik dan turun. 
 
F. Gugurnya kewajiban Suami Memberi Nafkah 
Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang 
kehidupan suami istri.bila kehidupan suami istri berada dalam 
keadaan yang bisa, dimana suami maupun istri sama-sama 
melakukan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. 
Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, 
maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti 
istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafkah 
dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, 
berhaklah menerima pelayanan dari istrinya: Menjadi pembicaraan 





Dalam hal istri tidak menjalankan kewajiban yang disebut 
dengan Nushus.
28
Menurut Jumhur ulama suami tidak wajib 
memberi nafkah dalam masa nushus-nya itu.Alasan bagi jumhur 
ini adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan 
dari ketaatan yang diberikan kepada suaminya. Istri yang nushus 
hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak 
atas nafkah selama masa nushus itu dan kewajiban itu kembali 
dilakukan setelah nushus itu berhenti.
29
 
Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang nushus 
tidak gugur haknya dalam menerima nafkah.Alasannya ialah 
nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar 
ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau 
nushus,  ia hanya dapat member pengajaran, atau pisah tempat 
tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firma Allah 
dalam surat an-Nisa (4) ayat 34.
30
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Nusyuz adalah mashdar (invinitive) dari kata na-sya-za-
yansyizu/yansyizu yang berarti tanah yang tersembul tinggi keatas. 
Disamping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah 
ketanah dan tidak keras (lembek). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah 
sangat keras dan kasar, dan menurutnya jama‟ (plural) dari kata tersebut 
adalah ansyazu/nisyazu.menurut istilah, nusyuz dapat terjadi dari suami 
maupun istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian dan perselisihan, 
penjauhan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat shaleh bin Ghonim as-
Sadlani, Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbahu, Thuruqu Wiqoyah 
Minhu, Wasail „ ilajihi fi Dlauil Qur‟an Was Sunnah, Terj. Muhammad 
Abdul Ghoffar, “Nusyuz konflik suami istri dan penyelesaiannya, Jakarta: 
Pustaka al-Kautsar, 1993,h, 24-26. 
29
 Amir Syarifuddin, op, cit, h, 175. 
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Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberi 
nafkah, istri dapat menarik ketaatannya dengan cara antara lain 
tidak mau digauli suaminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa 
istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak 
memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih 
untuk pembatalan perkawinan atau fasakh. 
Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak 
menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya 
sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk 
digauli. Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan 
suaminya itu. 
Pandangan  di atas dapat disederhanakan bahwa hak istri 
menerima nafkah menjadi gugur apabila:
31
 
1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti 
dikemudian hari ternyata kedua suami istri itu mempunyai 
hubungan mahram dan sebagainya, maka istri wajib 
mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika 
nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, maka 
pihak istri tidak wajib mengembalikannya. 
2. Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang 
tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari 
suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena 
dengan sunnah itu berarti istri telah terikat dirumah suaminya. 
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3. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah 
dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan 
suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah. 
4. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan 
kehidupan suami istri, seperti meninggal tempat kediaman 
bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan 
tanpa disertai / mahram, dan sebagainya. 
5. Bila istri nusyus, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-




PENDAPAT DAN ISTINBĀD HUKUM IMAM ABU HANIFAH 
TENTANG GUGURNYA HAK FASAKH ISTRI YANG 
MEMINTA CERAI KARENA SUAMI TIDAK MAMPU 
MEMBERIKAN NAFKAH. 
 
A. Biografi Imam Abu Hanifah 
1. Kelahiran dan silsilah 
Nama lengkapnya adalah Nu‟man bin Syabit ibnu Zufiy 
al-Taimiy, yang masih ada hubungan keluarga dengan „Ali bin 
Abi Thalib. Beliau lahir di Kūfah1 tahun 80 H/ 699 M, dan 
wafat pada bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 
tahun. Beliau berasal dari keturunan Persi, yang menjalani 
hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, 
                                                          
1Kūfah merupakan sebuah kota di Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di 
Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah 
Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur 
dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di 
selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di 
timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm 
Qashr di Teluk Persia”. Ia terletak 10 km di timur laut Najaf“Najaf al-Asyraf 
(  فرشاا فجنلا) ialah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan 
Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi Baghdad adalah kota 
terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat: 









Imam Abu Hanifah dimakamkan di Pakuburan Khizra, 
kemudian pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah 
yang diberi nama “Al-Jāmi‟ Abu Hanifah”.3 
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah 
Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu 
Hanifah memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah 
Kūfah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas‟ūd (W. 63 H/ 682 
M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin 
Abu Sulaiman al-Asy‟ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan 
Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi‟iy, kemudian kepemimpinan 
Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-
Asy‟ariy. Disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada 
Fuqaha dari kalangan Tabi‟in, seperti Atha‟ bin Rabbah dan 
Nafi‟ Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam Abu 
Hanifah banyak belajar fikih dan hadis. 
Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah 
meskipun tidak begitu lama untuk mendalami fikih dan hadis 
dan ditempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi 
dalam berbagai bidang ilmu fikih dengan salah seorang murid 
                                                          
2Abdul Karīm Zaidan, Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari‟ah al-
Islamiyah,Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 130. 
3Muhammad Ma‟shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi 






Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika 
sepuluh tahun sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin 
Sulaiman al-Asy‟ariy, W. 130 H), Majlis Madrasah Kūfah 
bersepakat untuk mengangakat Imam Abu Hanifah sebagai 
kepala Madrasah dan selama itu beliau mengabdi dan banyak 
mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang Fikih, kemudian 
fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran 
Madzhab Hanafi sampai sekarang.
4
 
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah 
Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, 
al-Sya‟bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kūfah, Hasan 
Bashri di Basrah, Atha‟ ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan 
Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang keduakalinya ke 
Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad 
Baqir dari Syi‟ah dan putra Baqir yaitu Ja‟far al-Shadiq “beliau 
banyak mendapat ilmu dari ulama ini”.5 
Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa 
Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik 
(sahabat Rasulallah) ketika beliau berkunjung ke Kūfah. 
Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat 
imam besar dari ahlul bait Rasulallah saw, yaitu Imam Zaid bin 
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Islamiyah,Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 130-131. 
5
 A. Jazuli, Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan 





Ali ZainalAbidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid 
dalam perang melawan Bani Umayah bin Abdul Malik pada 
tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali 
saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu 
berguru pada putranya Imam Ja‟far bin Muhammad, dan juga 
kepada Abdullah bin Hasan.
6
 
4. Para pendukung madzhab Hanafi dan murid-muridnya 
Sistem penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, 
dapat dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya, 
masalah-masalah Fikih yang terdapat dalam Madzhab Hanafi 
dibedakan menjadi tiga, yaitu: al-Ushūl, al-Nawādir; danal-
Fatawā. 
Pertama, kitab al-Ushūladalah masalah yang dinamai Dhahir 
al-Riwāyah, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan 
sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. 
Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy telah 
mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian 
disusun dalam kitab Dhahir Riwāyah. Kitab-kitab yang termasuk 
Dhahir Riwāyah berjumlah enam buah. 
Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun 
menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang 
kemudian diberi nama al-Kāfi. Kitab ini kemudian dikomentari 
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(disyarahi) oleh Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab al-
Kāfi diberi nama kitab al-Mabsūth. 
Kedua, kitab al-Nawādir adalah pendapat-pendapat yang 
diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak 
termasuk dhahir riwāyat. Kitab-kitab yang termasuk al-Nawādir  
yang terkenal adalah al-Kaisaniyat,al-Ruqayat,al-Haruniyat, 
danal-Jurjāniyyat. 
Ketiga, kitab al-Fatawā adalah pendapat-pendapat para 
pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, 
seperti kitab al-Nawāzil, karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-
kitab Fatawā Hanafiyyah yang terkenal adalah:Fatawā al-
Kaniyyat, karya Qadhi Khan,Fatawā al-Hindiyah,Fatawā al-
Khairiyyah,Fatawāal-Bazziyah, dan Fatawā al-Hamidiyyah. 
Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa 
membukukan fatwa-fatwa gurunya, ialah:     
1. Abu Yusuf Ya‟kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 
H/ 732-798 M). Beliau ini menjadi seorang Qadhi al-Qudhat 
(ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat 
para Hakim daerah) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.
7
 Ia 
berjasa dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan 
penyebaran pemikirannya ke berbagai Negeri.
8
 Dan Ia 
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Lihat dalam kitab Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari‟ah al-
Islamiyah. h. 134. 
8
Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, Pdf, Direktorat Jenderal 





menyusun kitab dengan judul “al-Kharāj” yang membahas 
tentang hukum Pajak Tanah.
9
 Juga menyusun kitab Ihtilāf Abu 
Hanifah dan Muhammad Abdurrahman yang dikenal dengan 
Ibn Abi Layla, kitab Ihtilāf  al-Amshār, al-Rad „ala Malik bin 
Annas dan kitab al-Washaya.  
2. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/ 
189-805 M). Ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kūfah, dan 
kemudian tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada 
Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia juga 
banyak bergaul dengan Imam Malik bin Annas. Dan beliau 
inilah, salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali 
menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, 
diantaranya yang terkenal adalah “al-Kutūb al-Sittah”(enam 
Kitab, “kitab dhahir riwāyah), yaitu: 
1. Kitab al-Mabsūth  
2. Kitab al-Ziyād 
3. Kitab Jāmi‟ al-Shaghīr 
4. Kitab Jāmi‟ al-Kabīr 
5. Kitab Syairual-Kabīr 
6. Kitab Syairual-Shaghīr. Keenam kitab tersebut diringkas 
menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” 
oleh Imam Abu al-Fadhal Muhammad bin Muhammad bin 
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Ahmad al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama al-Kāfi, 
kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad 
bin Ahmad al-Syarkhasiy, yang diberi nama al-Mabsūth  “30 
Juz”.10 
3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbarīal-Kufiy (110-189 H/ 
159-775 M). Ia lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia 
adalah pengikut aliran ahl al-ra‟yu. Ia piawai dalam bidang 
qiyās, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini.11 
4. Hasan ibn Ziyad al-Lu‟lu‟iy (133-204 H).12 Pertama Ia 
berguru kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua 
sahabatnya, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal 
sebagai perawi hadis dan mampu merekontruksi pemikiran 
Abu Hanifah dengan baik.
13
 
Sesudah para ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari 
para ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan 
perkembangan dan menyebarkan madzhab Hanafi, diantaranya 
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Lihat dalam kitab Al-Madkhal al-Syari‟ah al-Islamiyah. h. 135.  
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Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, Pdf, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012, h. 217. 
12
Keempat ulama tersebut merupakan ulama yang paling terkenal 
dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah 
adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Lihat dalam kitab Al-Madkhal 
al-Syari‟ah al-Islamiyah. h. 133. 
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adalah:Abi al-Laits al-Samarqandiy (W. 373), mengarang kitab 
al-Nawāzil14 
Dengan demikian, maka melalui karya-karya itulah, Abu 
Hanifah dan Madzhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia 
Islam, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh 
Khalifah Bani Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah menjadi 
sebuah aliran Madzhab yang paling banyak diikuti dan dianut 
oleh umat Islam, bahkan pada masa kerajaan “Utsmani” 
menjadi salah satu aliran Madzhab resmi Negara dan sampai 
sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas disamping aliran 
madzhab al-Syafi‟i. 
 
5. Metode Istinbad Imam Abu Hanifah 
Hudhari Bik dalam bukunyaTarīkh al-Tasyri‟ al-Islamiy 
menjelaskan bahwa dasar-dasar istinbād Imam Abu Hanifah, 
sebagai berikut: 
“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak 
ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku 
tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil 
pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku 
kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada 
pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan 
itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-
                                                          
14Abdul Karīm Zaidan, Al-Madkhal Li-al Dirāsah al-Syari‟ah al-





Hasan, Atha‟, Sa‟id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa 
orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”15 
 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa istinbād Imam 
Abu Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut: 
a) Kitab Allah (al-Qur‟an) 
Al-Qur‟an merupakan sumber fikih yang pertama dan 
paling utama. Al-Qur‟an adalah Kalam Allah yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang 
sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan 
membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, 




Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang 
berprinsip bahwa al-Qur‟an adalah sumber dari seluruh 
ketentuan syari‟ah. Al-Qur‟an memaparkan berbagai ketentuan 
syari‟ah, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-
Sunah. Al-Qur‟an disamping berperan sebagai sumber hukum 
berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam 
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 Hudhari Bik, Tarikh al-Tasyri‟ al-Islāmiy,Tarjamah Tarikh aL-
Tasyri‟ al-Islamiy,Terj, Muhammad Zuhri, Dārul Ikhya‟ Indonesia, 1980, hal. 
410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, Madkhal Li al-Dirāsah  al-Syari‟ah 
al-Islamiyah, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996, h. 133. 
16Rahmat Syafe‟i, Ilmu Ushūl Fiqh, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-





proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode 
kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid.
17
 
b) Sunah Rasulallah saw 
Sumber penetapan hukum setelah al-Qur‟an adalah sunnah, 
yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-
Qur‟an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya 
berkenaan dengan hukum syara‟.18 
Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh 
membagi  sunnah menjadi mutāwatir dan ahad.19Hanya saja, Imam 
Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah, agak ketat 
menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima 
hadis ahad.Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan 
mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut: 
1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal 
2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa 
dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulallah 
3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa 
bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela 
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Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999, h. 141-142. 
18
 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, Cet. 
Ke-1, 2008, h. 49. 
19
 Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, Yogyakarta: Teras, Cet. 





4) Perawi harus betul-betul dzabith terhadap yang 
diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulallah, 
memahami kandungannya, dan benar-benar menghapalnya 
Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab, 
namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan 
tambahan lainnya, yaitu: 
1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan 
hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat 
anjing sebanyak tujuh kali. 
2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi 
dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh 
kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan 
diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis 
mengenai hal tersebut dipandang sadz(ganjil). Oleh sebab itu, 
menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak 
membatalkan wudhu. 
3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak 
Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka 
adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. 
Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu 
Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang 
bertentangan dengan prinsip qiyās.20 
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c) Fatwa-fatwa Sahabat 
Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para 
shahabat.Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat 
Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa 
pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak 
ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, Iaberijtihad 
dan tidak mengikuti pendapat tabi‟in, karena mereka sederajat 
dengan dirinya.
21
 Menurut Abu Hanifah, ijma‟ sahabat ialah: 
“Kesepakatan para mujtahidin dari ummat Islam di suatu masa 
sesudah Nabi, atas suatu urusan”. 
Ta‟rif itulah yang disepakati ulamaahlal-Ushūl.Ulama 
Hanafiyyah menetapkan bahwa ijma‟ itu dijadikan hujjah.Mereka 
menerima ijma‟ qauliy dan ijma‟ sukutiy.Mereka menetapkan 
bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang 
telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru 
adalah menyalahi ijma‟. Paling tidak, ada tiga alasan yang 
dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima ijma‟ 
sebagai hujjah”, yaitu: 
1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang 
timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, 
sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan 
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bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil 
kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya. 
2. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang 
telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak 
dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan 
Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan 
oleh ulama-ulamaKūfah. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah 
menetapkan bahwa ijma‟ merupakan salah satu hujjah dalam 
Agama, yang merupakan hujjah qath‟iyyah. Mereka tidak 
membedakan antara macam-macam ijma‟. Oleh karena itu, apapun 
bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para 
ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan 




Ijma‟ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum 
muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu 
hukum syara‟ dalam suatu kasus tertentu.23 
Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya ijma‟ ada dua 
macam: 
1) Ijma‟ Sharih, yaitu ijma‟ dengan tegas, persetujuan dinyatakan 
baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. 
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2) Ijma‟ Sukuti, yaitu ijma‟ yang dengan tegas persetujuan 
dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya 
diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang. 
Ijma‟ bentuk pertama (ijma‟ sharih) merupakan hujjah 
menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma‟ kedua (ijma‟ sukuti) 
hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai 
hujjah, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid 
dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan 





Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan 
hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur‟an dan Hadis 
dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan 
hukumnya berdasarkan nash.
25
 A. Djazuli mengemukakan qiyās 
ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan 




Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-
Qur‟an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang 
ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. 
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Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan 
persoalan-persoalan (furū‟) tersebut kepada sesuatu yang telah 
ditetapkan hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan 
illat, maka hukum furū‟sama dengan hukum ashal.27 
Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah 
yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur‟an dan 
sunnah serta ĳma‟, boleh diqiyāskan begitu saja, atas dalil 
kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus 
dipenuhi tatkala hendak mengqiyāskan suatu permasalahan kepada 
hukumlama.Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyās yaitu: 1). asal, 
yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat 
mengqiyāskan, dalam istilah ushul fiqh disebut al-ashlatau al-
musyabbah bihi:2) cabang (al-far‟u), yaitu sesuatu yang tidak 
dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut al-far‟u al-
maqīs atau al-musyabbah: 3) hukum asal, yaitu hukum yang 
dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada 
cabang: 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang 
berkaitan atau yang munasabah dengan ada dan tidak adanya 
hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pĳakan 
dalam melaksanakan qiyās.28 
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Istihsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang 
menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan 
hukum dĳadikan hujjah(argumen) oleh Fuqahamadzhab Hanafi. 
Daripada menggunakan dan mengikuti qiyāssecara kaku, seorang 
FuqahaHanafi lebih suka memilihjalan keluar yang lain, yaitu 
meninggalkan qiyāsyang tersembunyi atau halus (qiyās khafi), 
sebuah divergensi qiyās yang jelas (jali) dan bersifat eksternal 
dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri 
yangterkondisi. 
g) Al-„Urf 
Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima 
sebagai sumber syari‟ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab 
Hanafi, „urf dapat melampui qiyās, namun tidak dapat melampui 
nash al-Qur‟an dansunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. 
Apabila tidak baik dilakukan qiyās,Ia melakukannya atas istihsan 
selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, 
kembalilah Ia kepada „urfmanusia.29 
Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
karakteristik metodeistinbāṭ, terlebih duluImam Abu Hanifah 
membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nash 
(al-Ijtihād bi al-Nushūs) dan ijtihad dengan selain nash (al-Ijtihād 
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bi Ghairi al-Nushūs).Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash 
al-Qur‟an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia 
menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal 
dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam 
sunah, maka mencari qaul sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang 
berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan 
yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai generasi tabi‟in, 
seperti Ibrahim al-Nakha‟i, al-Sya‟bi, Ibn Syirin, Hasan Atha‟ dan 
Sa‟id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana 
mereka juga berijtihād. Alasannya adalah mereka masih satu 
generasi. 
Mengenai ijtihaddengan selain nash, pertama ia 
menggunakan qiyāssetelah tidak menemukan qaul sahabat tadi. 
Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan nash, ijma‟ dan 
maslahatmaka menggunakan istihsan. Tentang istidlal dengan 
istihsanini ia terkenal paling profesional dan sering 
menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada 
masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan istihsanmasih 
menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma‟. 
Menurutnya ijma‟ dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak 
menemukan dalil ijma‟ maka ia menggunakan „urf shalih(shahih), 
yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan maqāshid. 
Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal 





sedikitnya perbendaharaaan hadis-hadis tentang hukum. Secara 
geografis, Baghdad dan Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari 




B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak Fasakh 
Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu 
Memberikan Nafkah  
Imam Abu Hanifah berpendapat, tidak boleh dilakukan 
fasakh yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami, 
karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Jika dia 
adalah orang miskin, maka dia tidak melakukan kedzaliman 
dengan tidak memberikan nafkah. 
Jika dia bukan orang yang dzalim, maka jangan sampai 
kamu dzalimi dia dengan menjatuhkan talak kepadanya. Jika dia 
adalah orang kaya maka dia adalah orang kaya dzalim sebab 
ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah. Akan tetapi, 
pencegahan kedzalimannya tidak dengan melalui cara berpisah 
dengannya, tetapi dengan menggunakan cara yang lain, seperti 
dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki 
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Seorang istri menggunakan hak fasakhnya untuk 
menggugat cerai suaminya karena miskin sehingga tidak bisa 
memberi nafkah, Imam Abu Hanifah menyatakan: 
  َِإ  َِ ُاا ََ؟ِ َاا إسَقإَساَِِ اا ََ ْإ َ ِاسُِجاُازِإ َاُِإباا َِ ِةَهاا إسِوإساَْ َِِ ااَةَقَاَّسُِاِ ُُااَسإع ِإلَْاِِإ َاَُِ ِ ََ ااَق إاََِّْنإهُاَا ِ َُاَاقُِاا َ َسُِجاُاز
َِ إسَقإَسا,َِِبِسَت إوَِتسَُِا إاََّعُِهَدَُُِعَفإرَاُِ إنِوَسَْ.
32 
 
Artinya: Ketidakmampuan (seorang suami) memberikan nafkah 
dan pakaian (kepada seorang istri), apakah istri 
berhak meminta pembatalan pernikahan (fash) 
ataukah tidak, kemudian Imam Abu Hanifah 
berpendapat: tidak berhak bagi istri meminta 
pembatalan pernikahan, tetapi si suami meminta 
kepada si istri agar mencari pekerjaan. 
.َانَدْنِع َكيِرْفَّتلا ُبِجُوي َلَ ِقَافْن ِْلْا ْنَع َزْجَعْلا ََّنأ َْملْعا
33
 
Artinya: Menurut kami (Hanafiyyah) ketahuilah, bahwa 
ketidakmampuan (kelemahan) atas pembelanjaan 
tidak mewajibkan adanya pemisahan. 
Artinya, suatu perkawinan tidak boleh diakhiri dengan 
perceraian hanya karena suami tidak mampu memberi nafkah. 
Pengadilan tidak boleh menjatuhkan atau mengabulkan gugatan 
cerai yang diajukan seorang isteri terhadap suaminya sebagai 
fasakh akibat suami tidak memberi nafkah. 
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Meskipun tidak memberi nafkah suatu bentuk 
kedzaliman, tetapi karena alasan ini pengadilan (hakim) tidak 
boleh menjatuhkan talak.Talak bukan jalan untuk mengatasi 
kedzaliman, apalagi hanya karena alasan kemiskinan. 
Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa 
menurut Imam Abu Hanifah jika seorang suami tidak dapat 
memberikan nafkah, maka istri tidak dapat menggunakan hak 
fasakhnya untuk menggugat cerai suaminya. Jika tidak memberi 
nafkahnya karena enggan, maka pengadilan (hakim) harus 
menjual harta suaminya tersebut untuk diberikan kepada 
isterinya. Jika karena miskin, maka harus diberi kesempatan 
untuk terus mencari nafkah tanpa batas waktu. 
 
C. Metode istinbad Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak 
Fasakh Istri yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak 
Mampu Memberikan Nafkah 
Dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh Imam Abu 
Hanifah dalam menetapkan hukum tentang gugurnya hak istri yang 
meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah, 
dapat ditemukan dalam al-Qur‟an surah al-Thalaq ayat 7,34 
sebagaimana berikut: 
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ِ ُاَاساِ ُا َوُُِ َِ ُاَاساُِهَُالَ ُِاَلِ؟ِ ْإ اِقإَُّاْإاَافِ ُُاقَإ ِِ ِاْإ َاَعِ َِدُاقِ إناَ؟َْ ِ ِِت َا ََ ِ إناِ؟ٍَِ  َا ََ ُِْ ِ ْإ اِقإَُّاِْس
اًر إسٍُُِر إسُعَِدإ َااِ َُاساُِب َ إجَْ ََ ُِ ََُلَ َُِ؟ِ َِإًُِس إقَان.  
 
Artinya:  Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan 
rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 




Berdasarkan ayat tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat 
istri tidak boleh menggugat cerai suaminya karena 
ketidakmampuan suami memberi nafkah. Sebab kemampuan 
memberi nafkah juga sifatnya relatif. 
Disamping istinbad hukum dengan al-Qur‟an berkaitan 
dengan gugurnya hak istri meminta cerai suami, manakala suami 
tidak mampu memberikan nafkah, Imam Abu Hanifah juga 




َِع،ِرْإ َااَُّ ساُهَا َََُّاثَدَن،َقَُح َإ ُِإَّإااُءَُُِرََك َََُّاثَدَن،َةَدَُز ُُاَّ إازُنْإ ََََُّاثَدَن،ٍبإرَحَُّإااُر إاْ ََُ َََُّاثَدَْنَِ َِّإِارِاَُجإَّ
َِ َُق،ِللهاِدإاَِ ِإؤُاْ إلَس، ِِاَُِزاُ ًَ هُاُج ََ ََُّساَد ََ َهَاف،َمَا ََ َهِاْإَا َُااسُىَاَصِااس ِهَُ َرىَا َُان ُِ إأَت إسٍَُر إوَاُهَاَلََخ
َِاَصَِْزََّساَد ََ َهَاف، َُاَان ُِ ُأَقَانَُ إأَت َإ َُف،ُرَل َُاَاز إاقَأَُلث،َبَخَدَف،ٍر إوَزَِْاِلََن ُِ َُأف  ََُق،إمُا إاَِّ؟ٍدَنَِلَإنَُِْإ َا َُااسُى
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ِِ ََِ َهِاْإَا َُااسُىَاَصَِْزََّسُُوِح إض ًُُئْإَشَََّسهُقََلَ  ََُةَاف  ََُق،ًُتُِك ََ ًُل َِ اَْ ،ُهُؤَُسَُِّاَس إهَنًُسِسَُجَلَا ََ َه
ِِحَضَف،َُاَةُاَّ ُُالَإأ ََ َهَاف،َُا إاَْسُِإت إلُةَاف،ََ َةَقَاَّسَُِّْإَتَسأ ََ ،ََ ََ  َُِخَتإَِّزَت إاَُ َ إهَس،ِلله َهَُ  ََُُ  ََُةَاف،َمَسَِرَوس ُهَُ
ُِأَجَََُ َشِئُ ََىسِإٍر إوَاُهَاأَ؟َُةَاف،ََ َةَقَاَّسَََُِّّْإَسأ إسَُ،ىَرَالََُلَوِْس إهَحََّ ُ  ََُقَْ ،َمَا ََ َهِاْإَا َُااسُىَاَصِاسَُاَةُاَُّع
َُلَلَا ََ َهِاْإَا َُااسُىَاَصِااس َهَُ َرَاَّإَسأ إسَلَ  ُهُةَاَُُل َُلَِك،َُاَةُاَُّعُأَجَََُ َص إقَحَىسِإُرَل َُ؟َُةَاف،،ُهَدإَّ َِسْإَس
ًِدََا ًُئْإَشَلَا ََ َهِاْإَا َُااسُىَاَصِااس َهَُ َرَُسأ إسَنَلَِااساَْ  َنإاُةَاف اًر إاَشََُّاَسََ َاتإعَُلُث،ُهَدإَّ َِسْإَسا-
َِنُِر إشِعَْ ُ ً إسِلَ ْإ  َ-ِ بَا نلََُو َِ اَْ َإ َِلَإاُةُّاِْزََّساَُاُّاَُ َُُ َُ َُ إلُْ ِِذَاِاْإَا َ إاَتسََ َاََُّلث
82َِاَازىَتَن بَا نلَاًُلِْظَعاًر َإ َأََُّوإَِّلِلَََُِّس إحُلإاِاَغ82ُِأ  ْنِإ،َُ َشِئَُعَُُ  ََُةَاف،ََ َشِئُ ََِا َدَزَاف  ََُق،
ُِدُِ  ِإن َ ِِكُإَهَاَاأُِرِْشَت إسَتىَتَحِاِْقِْاَجإ َالََلَإَنأُّزِن ُاًر إ؟َأِوْإَا ََضِرإع َ» ِلله َهَُ  َََُُه َُُ؟َْ  إجَسَُق، 
َُِ إلْاَُا إاَْاَعَلََتَاف،ََ 
جَسَُقِإ؟اَرِز إخُلََلَإَنأَوُسَأ َإ  ََْ ،َةَرِخ إلَْا اَدساَْ ، َُسه َُ  ََهَااسُا َُت إخَ إلََا َيَهَاَا ُرِْشَت َإ  َ،ِلله َهَُ  َََُْوِْف َ َِر
ُِلَِِّْإ  َ إازَْ إلَاَااسَُنِإ،َُاُالَإرَاز إخ َ َِإََُّا إاَِّ؟ٌة ََر إ؟َُُِّْسَأ إسَلَ َ  ََُق،ُجإاُةُِذَسُِزَوِئَُسَِّإَِّ؟ًة ََِسَْ ،ًُت َّ ََاتُ؟ ََْ ،ًُت َّ َ
اًر سَُْ؟ًُل ا َُلََِِّْ ََازإَِّك
37 
 
Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah 
menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah 
menceritakan kepada kami Zakariya` bin Ishaq telah 
menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir bin 
Abdillah, dia berkata; Suatu ketika Abu Bakar pernah 
meminta izin kepada Rasulullah saw untuk memasuki rumah 
beliau dan dia mendapati beberapa orang sedang duduk di 
depan pintu rumah beliau dan tidak satu pun dari mereka 
yang diizinkan masuk. Dia berkata: Lalu Abu Bakar pun 
diizinkan masuk, maka dia pun masuk ke rumah beliau. 
Setelah itu Umar datang dan meminta izin, dan dia pun 
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diizinkan masuk. Di dalam rumah Umar mendapati Nabi 
saw sedang duduk, dan di sekeliling beliau nampak isteri-
isteri beliau sedang terdiam dan bersedih. Ia berkata: Lalu 
Umar berkata; Sungguh saya akan mengucapkan satu 
perkataan yang dapat membuat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa. Dia berkata: Wahai Rasulullah, jika 
engkau melihat anak perempuan Khorijah meminta nafkah 
(berlebihan) kepadaku niscaya akan saya hadapi dia dan 
saya pukul tengkuknya. Maka Rasulullah saw pun tertawa 
seraya berkata: Mereka semua ada di sekelilingku, seperti 
yang kau lihat mereka semua sedang meminta nafkah (lebih) 
dariku. Maka Abu Bakar pun segera berdiri menghampiri 
'Aisyah dan memukulnya. Demikian juga dengan Umar, dia 
berdiri menghampiri Hafshah dan memukulnya. Lantas 
keduanya berkata: Mengapa kalian meminta kepada 
Rasulullah saw sesuatu yang tidak dimilikinya? Lalu 
keduanya menjawab: Demi Allah, kami tidak akan meminta 
kepada Rasulullah saw sesuatu yang tidak dimilikinya. Lalu 
beliau ber'uzlah dari mereka selama sebulan atau selama 
dua puluh sembilan hari. Kemudian turunlah ayat: "Wahai 
Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, -sampai Firman-
Nya- Bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala 
yang besar". Dia berkata: Beliau memulainya dari 'Aisyah, 
beliau berkata kepadanya: "Wahai 'Aisyah, sesungguhnya 
saya hendak menawarkan suatu perkara kepadamu, dan 
saya harap kamu tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya 
hingga kamu meminta persetujuan dari kedua orang tuamu." 
Aisyah berkata: Apa itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun 
membacakan ayat tersebut di atas kepadanya. Aisyah 
berkata: Apakah terhadap anda, saya mesti meminta 
persetujuan kepada orang tuaku?! Tidak, bahkan saya lebih 
memilih Allah, Rasul-Nya dan Hari Akhir, dan saya mohon 
kepada anda untuk tidak memberitahukan pernyataanku ini 
kepada isteri-isterimu yang lain. Beliau menjawab: 
"Tidaklah salah seorang diantara mereka meminta hal itu 





kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutusku 
untuk memaksa orang atau menjerumuskannya, akan tetapi 
Dia mengutusku sebagai seorang pengajar dan orang 
memudahkan urusan". (HR. Imam Muslim). 
Jika istri boleh dihukum karena menuntut apa yang tidak 
kuasa suami memberikannya, maka secara rasional dipandang 
lebih besar kedzalimannya menuntut perceraian manakala 
kondisi keuanggan ekonomi suami sedang kesulitan. 
Sahabat-sahabat Nabi ada yang kaya dan ada yang 
miskin, tetapi tidak pernah diriwayatkan adanya seorang 
sahabat yang pernah diceraikan Nabi Muhammad saw, karena 




Kemiskinan jelas tidak dikehendaki oleh suami, karena 
itu tidaklah etis dan rasional seorang isteri menggugat cerai 
suaminya hanya karena kemiskinan suami. Kemiskinan juga 
sangat kompleks sifatnya karena terkait dengan sudut pandang 
seseorang mempersepsikannya. Selain dasar hukum (istinbad 
hukum) yang digunakan Imam Abu Hanifah berkaitan tentang 
gugurnya hak isteri meminta cerai karena suami tidak mampu 
memberikan nafkah di atas, Imam Abu Hanifah juga 
menggunakan dalil aqli (rasio), yaitu dengan menggunakan 
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dasar hukum istihsan, yaitu menggunakan pengambilan hukum 
dengan menganggap sesuatu yang dipandang baik.
39
 
Pandangan tersebut didasarkan atas pertimbangan rasio, 
yaitu tidaklah pantas seorang istri mengajukan gugatan 
perceraian justru di saat suaminya sedang dalam keadaan sulit. 
Rasa kebersamaan dari seorang istri jelas tidak nampak, dan 
tujuan perkawinan tidak tercapai. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 
metode istinbad hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah 
tentang gugurnya hak istri meminta cerai karena suami tidak 
mampu memberikan nafkah, beliau pertama menggunakan dalil 
al-Qur‟an disusul al-Hadis kemudian menggunakan dasar 
hukum istihsan, yang mana istihsan sebagai formulasi 
pemberian porsi akal dalam beristinbad hukum. Corak istinbad 
hukum dengan menggunakan istihsan ini merupakan ciri khas 
istinbad hukum yang penganut Madzhab Hanafi.  
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BAB  IV 
ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG 
GUGURNYA HAK ISTRI YANG MEMINTA CERAI KARENA 
SUAMI TIDAK MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH 
 
A. Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak 
Fasakh Istri Yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak 
Mampu Memberikan Nafkah. 
Al-Qur’an menyebutkan dengan tegas kewajiban seorang 
suami memberikan nafkah kepada istri, sebagaimana tergambarkan 
dalam al-Qur’an surat al-Thalaq: 6-7 dijelaskan: 
  هنُهوُنكْسَأ  ك هت  ْ َُم   ُْثكَْ َِ  َُ هَّنكثك َِهُا  هنمَضُك َهن َوَم ْْ هُتاك ْهم  ْكُم ْْ ِهْوَنكَس َه كْثَي  ْكُم
  هن ُهن ككَك  ْْ ككك هنَا  َّْ ككك َُ ْضَأ  ْ ُْككَك   ككك ه َْ ْمَي  َّْ ككك ََْ َككك َِي   ُْثككَكَِْ  َُ هَّ َُْوقككَك  َفكككْمَي ُتَومهأ
 َم َفمهرّْ َمُب ْْ هنَو ْكثَكب َمهرُمَنْأَم  هنَُض ه هأ   َركْرهأ ه َكا ُه ك ُُ ْرهكَِسَ  ْْ هنْرَسَُّ َكن  ْ ُ6 مُه  ْْ ك ُْوهكُثا )
  و ُ ُك  س َْكو ه ك ْ اَ ه كْنَنْه َو ه ك ْ اَ هلَُكنه ُك  مُم ْْ ك ُْوهكثْ َك  ه كهقُْْض  ُكْثَْ َِ  َضُاهق  َْمَم  َُُِّ َس  ُْم َةَّ َس
َ رْسْه َرْسِه  َاّْ َكب ه  ْاَ هفَّ ْجَثَس َُنَُنه َُم. 
Artinya: Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan 
jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian 
jika mereka menyusukanmu untukmu maka berikanlah 
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 
diantara kamu dengan baik, dan jika kamu menemui 
kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan 
untuknya. Dan orang yang sempit rezekinya hendaklah 





kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 





Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah 
itu diberikan kepada istri menurut yang patut, dalam artian 
cukup untuk keperluan istri sesuai pula dengan penghasilan 
suami. Karena itu kewajiban seorang suami memberi nafkah 
kepada istri menurut kemampuannya. 
Pada bab tiga telah penulis sebutkan pendapat Imam Abu 
Hanifah tentang suami yang tidak mampu menafkahi istrinya 
tidak dapat dijadikan alasan fasakh untuk menggugat cerai 
suaminya. 
Pandangan Imam Abu Hanifah berbeda dengan mayoritas 
ulama yang menyatakan apabila suami tidak memberi nafkah 
kepada istrinya karena miskin, istri berhak mengajukan gugatan 
perceraian. Menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah ini 
lebih toleran dan adil. Betapa tidak adilnya sikap istri jika 
suaminya jatuh miskin, misalnya karena di-PHK, atau mendapat 
musibah sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya, istri 
mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.Pemberian 
kesempatan kepada suami untuk terus berusaha memenuhi 
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nafkah tanpa batas merupakan sikap yang sangat mulia dan   
mengedepankan kebersamaan. 
Kemiskinan memang sebuah kondisi yang menyulitkan 
dan tidak diinginkan oleh setiap orang.Namun dengan tetap 
diberi kesempatan untuk berusaha dengan kerja keras, tidak 
mustahil kemiskinan itu dapat teratasi. Halini sejalan dengan 
kaidah fiqh:` 
 ََ ْا َم َش  َّ هة  َن ْج ُْ هب  ََ كِا ْث ُس ْكث َر.
2 
Artinya: Kesulitan bisa menarik kemudahan. 
Apalagi jika tuntutan nafkah tersebut melebihi kadar 
kemampuan suami. Al-Qur’an sendiri menyebutkan: 
كْن َنْه َو ه ك ْ اَ هلَُكنه ُك  مُم ْْ ك ُْوهكثْ َك  ه كهقُْْض  ُْثَْ َِ  َضُاهق  َْمَم  َُُِّ َس  ُْم َةَّ َس مُه  ْْ  ُْوهكُثا ه ك ْ اَ ه
َ رْسْه َرْسِه  َاّْ َكب ه  ْاَ هفَّ ْجَثَس َُنَُنه َُم  و ُ ُ س َْكو. 
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang 
melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah 
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Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban nafkah 
adalah sebatas kemampuan. Tidak disebutkan batasan nafkah 
yang harus dipenuhi sebab kebutuhan manusia sifatnya sangat 
relatif. Allah Swt tidak memikulkan beban di luar batas 
kemampuan   seseorang, Allah Swt menghendaki kemudahan, 
dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. 
Kemiskinan jelas tidak dikehendaki oleh si suami 
maupun istri, karena itu tidak pantas seorang istri menggugat 
cerai suaminya karena hanya karena miskin. Tujuan perkawinan 
itu sendiri dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal, sakinah, mawadah wa rahmah. Jika ketika 
suami terkena musibah jatuh miskin, kemudian istri 
mengajukan haknya untuk menggugat cerai karena 
kemiskinannya itu, maka jelas bertentangan dengan tujuan 
pernikahan itu sendiri. 
Maka menurut penulis, pendapat Imam Abu Hanifah 
tentang gugurnya hak istri mengajukan cerai gugat terhadap 
suaminya karena miskin adalah proporsional dan selaras dengan 
tujuan yang perkawinan yang digariskan Islam yang sangat 
mulia. Sedangkan jika isteri diberi hak fasakh untuk 
mengajukan cerai gugat sedangkan suaminya sedang kesusahan, 
maka akan menafikan tujuan mulia itu (terbentuknya keluarga 





penyeimbang hak talak yang ada pada suami, namun 
penggunaannya haruslah proporsional. 
Menurut penulis, nampaknya Imam Abu Hanifah melihat 
batas kemiskinan suami dalam tingkat absolut, yaitu tidak dapat 
memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup layak. Sifat 
kemiskinan absolut ini bisa relatif dan bisa subyektif. Relatif 
berarti kemiskinan yang didasarkan pada keadaan lingkungan 
sekitar. Sedang subyektif adalah tidak terpenuhi kebutuhannya 
secara subyektif. Tingkat kemiskinan subyektif ini juga 
berbeda-beda berdasarkan pendidikan, lingkungan, dan adat 
kebiasaan. 
Maka dari itu, tampaklah sikap rasional dan realistis 
Imam Abu Hanifah yang mengedepankan tanggung jawab 
moral, berbeda dengan pandangan ulama lainnya. Misalnya 
madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali yang berpendapat bahwa 
istri berhak menggunakan hak fasakhnya untuk mengajukan 
cerai gugat terhadap suaminya karena faktor ekonomi 
(kemiskinan). 
Kemiskinan merupakan persoalan kemasyarakatan yang 
faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya, dapat berbeda akibat 
perbedaan lokasi dan situasi. Baik al-Qur’an maupun sunah 
Nabi tidak menetapkan angka tertentu dan pasti sebagai ukuran 
kemiskinan. Namun yang pasti, Islam mewajibkan orang miskin 





shadaqah, atau bantuan lainnya. Isteri sebagai orang yang 
paling dekat dengan suaminya, maka sudah seharusnyalah 
sebagai orang  pertama yang paling berkewajiban secara moral 
membantu suami, tidak malah diberi hak fasakh untuk mencerai 
gugat suaminya. 
Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri 
menggugat cerai suami karena miskin menunjukkan sikap 
rasional, realitis dan mengedepankan tanggung jawab moral 
untuk berbagi, baik kebahagiaan maupun penderitaan dalam 
rumah tangga. Argumentasinya di samping sesuai dengan 
makna al-Qur’an dan hadits yang menyebutkan bahwa dalam 
memberi nafkah harus semampunya, juga selaras dengan tujuan 
perkawinan dalam  Islam, yaitu terbentuknya keluarga yang 
bahagia dan kekal. 
 
B. Alasan pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak 
fasakh istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu 
memberikan nafkah. 
Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi suami dan istri. Salah satu kewajiban suami adalah 
memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, 
berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang 





segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya.
4
 Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI dikatakan, sesuai 
dengan kemampuannya suami menanggung: 
1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 
bagi isteri san anak; 
3. Biaya pendidikan bagi anak. 
Akan tetapi menurut ayat (6) nya, isteri juga dapat 
membebaskan suaminya dari kewajiban di atas. 
Mengenai alasan Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak 
istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan 
nafkah, sejauh pembacaan, pengamatan, dan analisa penulis, 
bahwa menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh dilakukan (fasakh) 
pemisahan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan suami 
memberikan nafkah terhadap isterinya, menurut penulis pendapat 
Imam Abu Hanifah sangatlah rasional.Ketidakmampuan suami 
untuk memberikan nafkah terhadap istri, karena mungkin seorang 
suami ada masalah dengan pekerjaannya, misalnya baru diPHK. 
Penulis setuju dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang 
mengatakan: Gugurnya hak istri karena suami tidak mampu 
memberikan nafkah, sebagaimana teks berikut ini: 
ك َ ْكثُوَي ُْ هكَبأ َْ َُكق أَو َْ َأ ه كَّ َم َهكْس ََْاَ ُةك َْم َ ُْا هلكه ْتَكْ ْفكَن َ ُ َُ كْسُنْاََم ُةكََّ َ  كواُُب هضُكَسِْ ُْلََْ ٌفْصَ ََة
 َهْس ََْاَ ُ ََا هله ْشَْ َو,  َبُسَِْنَُِا ُ َ ْكوَِ  هلَاَْ ُه َْرَكْ  ُْنَاَم.5 
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Artinya: Ketidakmampuan (seorangsuami) memberikan 
nafaqah dan pakaian (kepada seorang istri), apakah 
istri berhak meminta pembatalan pernikahan 
(fasakh) ataukah tidak, kemudian Imam Abu 
Hanifah berpendapat: tidak berhak bagi istri 
meminta pembatalan pernikahan, namun (tetapi) si 
suami meminta kepada si istri agar mencari 
pekerjaan. 
.َانَدْنِع َكيِرْفَّتلا ُبِجُوي َلَ ِقَافْن ِْلْا ْنَع َزْجَعْلا ََّنأ َْملْعا
6
 
Artinya: Menurut kami (Hanafiyyah) ketahuilah, bahwa 
ketidakmampuan (kelemahan) atas pembelanjaan 
tidak mewajibkan adanya pemisahan. 
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibn Abidin, 
sebagaimana berikut ini: 
 َ ْوَِ  َُُل ْجَّ ُب َُمه َكو ْكثَكب هق ر َهكْ َوَم
7
 
Artinya: Tidak boleh dipisahkan antara keduanya (suami dan 
isteri) dengan sebab, suami tidak mampu 
memberikan nafkah. 
Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut terlihat lebih 
realistis dan manusiawi. Betapa tidak adilnya sikap istri jika 
gara-gara suaminya jatuh miskin, misalnya karena di-PHK, atau 
                                                                                                                             
5
Abu Abdullah bin  Abd al-Rahman  al-Dimasqiy al-Usman al-Syafi’i, 
Rahmah al-ummah, Bairut Libanan: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, h. 231. 
6
Fakhruddin al-Zaila’iy al-Hanafy, Tabyin al-Haqaiq Syarah al-Kanzu 
al-Daqa’iq, Kairo: Daru al-Kutub al-Islamy, Cet. Ke-I, Juz III, 1313 H, hlm. 
54.  
7






usahanya bangkrut sehingga nafkahnya tidak terpenuhi, istri 
boleh  menggugat cerai suaminya ke pengadilan. 
Manakala tidak memberi nafkahnya suami karena miskin, 
maka alangkah baiknya jika suami diberi kesempatan untuk 
terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu. Alangkah tidak 
baiknya ketidak mampuan suami memberikan nafkah dijadikan 
alat istri untuk menggunakan hak fasakhnya, yaitu berupa 
menggugat cerai suaminya dan pengadilan mengabulkannya, 
Ibnu Abidin (hanafiyyah) dalam kitabnya, ia menjelaskan: 
 َم َا ُْ هم ُْ ُس  ر َ ُب َّ َا َُ  كواَ َ ََّ ُة  َِ َا ََ  ْاَ َ ْس ُه  ُب ُق ِْ َس ُر َاَ ْم ُج  َم َو هكْ  َ نر هق  َكب ْكث َكو ه َم ُب ُ َّ ْج َُ ُل
8 
Artinya: Meskipun dapat menyengsarakan isteri dengan tidak 
tersedianya nafkah, namun tetap tidak boleh 
difasakh karena miskinnya suami, dan keduanya 
tidak boleh dipisahkan karenanya. 
Artinya, tidak terpenuhinya nafkah memang dapat 
menyengsarakan istri. Namun alasan tersebut tetap tidak boleh 
dijadikan oleh istri untuk menggunakan hak fasakhnya. 
Meskipun tidak memberi nafkah suatu bentuk kedzaliman, 
tetapi karena alasan ini pengadilan (hakim) tidak boleh 
menjatuhkan talak. Talak bukanlah jalan untuk mengatasi 
kedzaliman, apalagi hanya karena alasan kemiskinan. Tidak 
dapat dikatakan bahwa suami itu berbuat dzalim karena miskin 
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sehingga tidak dapat memberikan nafkah. Sebab Allah Swt 




Kemiskinan suami yang mengakibatkan belum 
terpenuhinya nafkah, maka seorang istri diminta bersabar 
menerimanya, atau suami berhutang demi untuk memenuhi 
nafkah keluarganya. Sambil suami mencari pekerjaan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, hal tersebut sesuai 
dengan al-Qur’an ayat: . 
 ه ك ْ اَ ه كْنَنْه َو ه ك ْ اَ هلَُكنه ُك  مُم ْْ ك ُْوهكثْ َك  ه كهقُْْض  ُكْثَْ َِ  َضُاكهق  ْكَمَم  َُُِّ كَس  ْكُم َةَّ كَس مُه  ْْ ك ُْوهكُثا
َ رْسْه َرْسِه  َاّْ َكب ه  ْاَ هفَّ ْجَثَس َُنَُنه َُم  و ُ ُ س َْكو.  
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan 
rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 
beban kepadaseseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan.Hendaklah orang yang mampu 





Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban nafkah 
adalah sebatas kemampuan. Allah Swt tidak memikulkan beban 
di luar batas kemampuan seseorang, Allah Swt menghendaki 
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kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Ayat 
tersebut juga dijadikan alasan oleh Imam Abu Hanifah, tentang 
tidak bolehnya seorang istri meminta cerai suaminya, kenapa? 
Karena dalam ayat tersebut terdapat kalimat “hendaklah orang 
yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”. Jadi 
bukan berarti ketidakmampuan suami atau karena kemiskinan 
suami justru istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.  
Tidak memberikan nafkah suami terhadap istri bukan 
karena kesengajaan suami, namun karena kondisi ekonomi 
suami sedang sulit. Apabila suami tidak mendzalimi istrinya 
maka istri jangan pernah mendzalimi suaminya dengan 
menjatuhkan talak kepadanya.Sebab jika istri meminta cerai 
kepada suami maka putuslah perkawinannya, yang mana hal 
tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari 
pernikahan itu sendiri.Jika suami adalah orang kaya maka dia 
adalah orang yang dzalim (tidak mau memberikan 
nafkah).Akan tetapi, pencegahan kedzalimannya tidak dengan 
melalui cara berpisah dengannya, akan tetapi dengan 
menggunakan cara yang lain, seperti dengan menjual harta 
suami dan melakukan apa yang bisa menghasilkan uang yang 








Setelah penulis membahas dalam skripsi ini mengenai 
pendapat Imam Abu Hanifah tentang gugurnya hak istri yang 
meminta cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah, 
sebagaimana yang telah penulis uraikan, yang dilandasi berbagai 
argument dan dalil yang berkaitan dengannya, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Menurut Imam Abu Hanifah, jika seorang suami tidak dapat 
memberikan nafkah karena miskin, maka istri tidak boleh 
menggunakan hak fasakh untuk mengajukan cerai gugat 
terhadap suaminya. Pendapat ini realistis, mengedepankan 
moral serta selaras dengan tujuan mulia perkawinan yaitu 
membentuk keluarga  yang bahagia dan kekal; sakinah 
mawadah wa rahmah. Perceraian merupakan   perbuatan yang 
dibenci oleh Allah Swt sehingga harus dihindari apalagi hanya 
karena kemiskinan. Apabila istri dibenarkan menggugat cerai 
suaminya karena alasan miskin, betapa tidak adilnya sikap istri 
jika suaminya jatuh miskin, misalnya karena di-PHK, atau 
mendapat musibah sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya, 
istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Pemberian 





memenuhi nafkah tanpa batas merupakan sikap yang sangat 
mulia dan mengedepankan kebersamaan. Sungguh merupakan 
tindakan tidak etis, manakala suami sedang dalam keadaan 
miskin, justru istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya. 
Maka rasa kebersamaan seorang isteri jelas tidak nampak di 
saat suami sedang kesulitan ekonomi. 
2. Istinbad hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam 
permasalahan gugurnya hak istri yang meminta cerai karena 
suami tidak mampu memberikan nafkah adalah, pertama 
menggunakan al-Qur’an surah al-Talaq ayat 7, sehingga dengan 
ayat tersebut Imam Abu Hanifah beralasan jika dia bukan orang 
yang dzalim, maka jangan sampai kamu dzalimi dia dengan 
menjatuhkan fasakh kepadanya. Apabila dia adalah orang kaya 
maka dia adalah orang yang dzalim sebab ketidakmampuannya 
untuk memberikan nafkah. Akan tetapi, pencegahan 
kedzalimannya tidak dengan melalui cara berpisah dengannya, 
akan tetapi dengan menggunakan cara yang lain, seperti dengan 
cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya. 
juga menawannya untuk memaksanya agar mengeluarkan 
nafkah.Kedua mengunakan al-Hadist, sehingga dengan hadist 
tersebut Imam Abu Hanifah beralasan bahwa sahabat-sahabat 
Nabi ada yang kaya dan ada yang miskin, tetapi tidak pernah 
meriwayatkan adanya seorang sahabat yang pernah diceraikan 





sehingga tidak dapat memberikan nafkah. Kemiskinan jelas 
tidak dikehendaki oleh suami, karena itu tidaklah etis dan 
rasional seorang istri menggugat cerai suaminya hanya karena 
kemiskinan suami.  
 
B. Saran-saran 
Setelah melakukan pembahasan melalui skripsi tentang tidak 
gugurnya hak istri yang meminta cerai karena suami tidak mampu 
memberikan nafkah sebagaimana yang dijelaskan Imam Abu 
Hanifah dalamkarya Syaikh al-Allamah Muhammad yang berjudul 
Rahmah al-Ummah,maka penulis perlu menyampaikan saran-saran 
yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut: 
1. Peneliti hukum Islam agar melakukan kajian-kajian terhadap 
aturan-aturan hukum dengan mengedepankan rasionalitas, 
moralitas dan keadilan sebagaimana yang dilakukan Imam Abu 
Hanifah. 
2. Pakar-pakar hukum Islam agar menggiatkan upaya-upaya 
ijtihad untuk merespon kasus-kasus aktual agar didapati status 
hukum yang jelas, realistis dan berkeadilan. Bentuk-bentuk 
istinbad hukum yang dikenalkan oleh para mujtahid seperti 
Imam Abu Hanifah perlu dikembangkan untuk menjawab 
kasus-kasus aktual. 
3. Bagi mahasiswa atau mahasisiwi Fakultas Syari’ah dan Hukum 





ulama, untuk kemudian dilakukan pengembangan-
pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan 
perkembangan zaman. 
4. Untuk menghindari asumsi yang buruk terhadap posisi seorang 
suami yang tidak memberi nafkah istri, maka hendaknya 
seorang suami bisa menjadi suami yang baik bagi anak-
anaknya. tetapi kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan 
seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya 
karena suami jatuh miskin atau sebab yang lainnya. 
 
C. Penutup 
Alhamdulillah wasyukrulilah, rasa syukur penulis 
panjatkan atas kehadirat Allah Swt, yang selalu memberikan 
hidayah, taufiq, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam penyusunannya tidak 
sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. 
Demikianlah pembahasan skripsi dengan judul Analisis 
pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Gugurnya Hak fasakh Istri 
yang Meminta Cerai Karena Suami Tidak Mampu Memberikan 
Nafkah, dengan adanya karya tulis ini penulis berharap semoga 
memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat 
berguna bagi umat Islam pada umumnya dan menjadi referensi 
dalam bidang akademisi bagi karya-karya tulis untuk ke 





persoalan yang mudah untuk dipecahkan yang mana seringkali 
untuk menemukan suatu hukum haruslah memerlukan 
penggalian, pemikiran yang mendalam. 
Penulis meyakini bahwa dalam penulisan karya tulis ini 
masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan dan 
keterbatasan penulis dalam ilmu pengetahuan dan informasi yang 
didapat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari 
semua pihak sangatlah mambantu penulis dalam menutup 
kekurangan dan keterbatasan dalam sekripsi ini.Semoga karya 
tulis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan untuk 
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